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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatausahaan aset tetap pada
Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan membandingkan kualitas penatausahaan
aset tetap antar SKPD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
analisis deskriptif. Objek penelitian adalah kelengkapan dokumen penatausahaan
aset tetap berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) dan prosedur penatausahaan aset
tetap yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Data penelitian
yakni data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder berupa KIB.
Metode sampel adalah total sampling sebanyak 39 SKPD.

Pengolahan data menggunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan
Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan penatausahaan
aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar 72,01 % yang berarti
penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun memenuhi
kriteria sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007. SKPD dengan
penatausahaan aset tetap yang paling baik yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebesar 78,91 %. SKPD dengan penatausahaan aset tetap yang
sedang adalah Dinas Perikanan dan Peternakan 70,07 %. Sedangkan untuk SKPD
dengan  penatausahaan aset tetap yang kurang baik yaitu Badan Pelaksana
Penyuluhan (BPP) sebesar 64,15%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam
penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah
kompensasi yang diberikan kepada pengurus barang tidak sesuai dengan
tanggungjawabnya, rendahnya etos kerja dan displin pengurus barang, belum
optimalnya SIPKD Aset, kurangnya pengetahuan pengurus barang tentang
penatausahaan aset tetap, keberadaan aset tetap SKPD dan rendahnya perhatian
dan komitmen pengguna barang terhadap barang-barang yang ada di SKPD.
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